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Menimbang 

Mengingat 

BUPATIKAUR 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR 
NOMOR OSJTAHUN 2018 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a . bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan 
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran 
serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan 
potensi daerah; 

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
mengamanatkan pengaturan Retribusi Izin Usaha Perikanan 
diatur dengan peraturan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2828); 

3 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

4 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
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5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur 
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4266); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7 . Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentan g Per bendaharaan 
Negara (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 2004 tentang perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5073); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor l'.:26, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438]; 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peiayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
112, Tambahan Lembaran ·Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Unda.ngan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 11 Nomor 5234]; 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaima.na telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesi a Tahun 2015 Nomor 58, Ta.mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha 
Perikana.n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4230); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaa,n dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

17 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4779); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 16 1); 

19 . Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang
Undangan; 

20. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

21. Pera turan Menteri 
PER.05/MEN/ 2009 
Pembudidayaan Ikan; 

Kelautan dan 
tentang Skala 

Perikanan 
Usaha di 

22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
49/PERMEN/2014 tentang Usaha Budidaya lkan; 

Nomor 
Bidang 

Nomor 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah {Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor 150); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR 

dan 
BUPATIKAUR 

M.EMUTUSKAN ~ 

M.enetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN 
USAHA PERIKANAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 

2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur. 

3. Bupati adalah Bupati Kaur. 

4. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur. 

5 . Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten. 

6. Kas Umum adalah Kas Umum Daerah Kabupeten Kaur. 

7 . Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertcntu di bidang retribusi Daerah 
sesuai dcngan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi dan 
pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem 
bisnis perikanan. 

9. Ikan adalah segalajenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya 
berada di peralran. 

10. Seti ap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 

11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik 
merupakan badan hukum maupun bukan badan huk um. 

12. Sadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 
daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, 
kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk 
usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan j asa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

14 . Usaha Perikanan adalah kegiatan ekonomi yang berkcsinambungan yang 
dilakukan perorangan, koperasi dan badan hukum untuk menangkap atau 
membudidayakan ikan termasuk mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk 
tujuan komersil. 

15. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan 
yang dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau Sadan Hukum 
Indonesia. 
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16. Surat Ke tetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Dae rah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran ret ribusi karena jun1lah kredit retribusi lebih besar daripada 
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan atau denda. 

19. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya adalah surat 
yang diterbitkan oleh bupa t i atau pejabat yang ditunjuk untuk a tau 
memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi terhutang. 

20. Retribusi Daerah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus d isedlakan dan /atau diberikan oleh 
Pemer in tah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

2 1. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintahan Daerah dalam pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan 
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan a tas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

22. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi 
pembayaran atas pem berian izm untuk melakukan kegiatan 
penangkapan, pembudidayaan ikan dan pengepul hasil perikanan. 

adalah 
usaha 

23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 
mencari ser ta mengumpulkan uukti yang dengan bukti itu mcmbuat terang 
tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 
d ilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang
undang untuk melaku kan penyidikan terhadap penyelenggaraan Pcraturan 
Daerah Kabupa ten Kaur . 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan d ipungut Retribusi atas pelay,man 
lzin Usaha Perikanan. 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin kepada 
orang pribadi atau badan untuk melakuka.11 kegiata.11 usaha pembudidayaan 
ikan. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah kegiatan usaha perikanan yang t idak 
memerlukan izin usaha perikanan sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku 

Pasal 4 

1 Subyek Retribusi Jzin Usaha Perikanan adalah orang pribacli atau badan yang 
SEKRETAR 8f).8; . layanan penerbitan Izin usaha perikanan. 
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(2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 

BAB Ill 
GOLONGAN RETRIBUSl 

Pasal5 

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 

BABIV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang 
dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Kaur 
untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 

BABV 
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan 
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin 
usaha perikanan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan 
usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, 
dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan. 

BABVI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 

Struktur dan besamya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin usaha. 

No Klasif"lkasi 

1. Budidaya 
Air Tawar 

2. Budidaya 
Air Payau 
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Jenis Usaha 

Kolam Intensif 
KolamSemi 
Intensif 

Keramba Jaring 
Anune- Air Tawar 
Tambak Udang 
Intensif/Semi 
Intensif 
Petambak Ikan, 
Kepiting 
Intensif/Semi 
Intensif 

Ukuran Besaran Lama/ 
Waktu 

Perm2 Rn. 150 PerTahun 
s/d 500m2 Rp. 50.000 PerTahun 

500- l.000m2 Rp. 150.000 PerTahun 
>1.000 m2 Ro. 250.000 PerTahun 

Perm2 Rp. 50.000 PerTahun 

Perm2 Rp. 800 PerTahun 

Perm2 Rp. 150 PerTahun 



Pasal9 

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3) Penentuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut di wilayah Kabupaten Kaur. 

BABVlll 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, 

ANGSURAN,DANPENUNDAANPEMBAYARAN 

Pasal 11 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 12 

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 11 ayat ( 1) wajib retribusi wajib membayar / melunasi retribusi yang 
terhutang. 

Pasal 13 

(1) Wajib Retribusi wajib membayar retribusi. 

(2) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. 

(3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan 
terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan. 

(4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke ka.s Daerah paling 
lambat 1 x 24 jam. 

(5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan 
dicatat dalam buku daftar penerimaan retribusi. 

(6) Tata cara. pembayaran, penetapan tempat pembayaran, angsuran dan 
penundaan pembaya.ran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati. 
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BAB IX 
SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal14 

Dalam ha! wajib retribusi tidal{ membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per 
seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih 
dengan menggunal{an STRD. 

BABX 
PENAG1HAN 

Pasal 15 

(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. 

(2) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindal{an 
pelal{sanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejal{ 
jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka wal{tu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, 
Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang. 

(4) Surat Teguran sebagaimana dimal{sud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat 
yang ditunjuk oleh Bupati. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

BAB XI 
PENGHAPUSAN PWTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

Pasal 16 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui wal{tu 3 (tiga) tahun terhitung sejal{ saat terutangnya retribusi, 
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindal{ pidana dibidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimal{sud pada ayat (1) 
tertangguh pada: 

a. Diterbitkan surat teguran; atau 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun 

tidal{ langsung. 

(3) Dalam ha! diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimal{sud pada ayat (2) huruf 
a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejal{ tanggal diterimanya Surat Teguran 
tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimal{sud pada ayat 
(2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengal{uan utang Retribusi secara tidal{ langsung sebagaimana dimal{sud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal 17 

(1) Piutang retribusi yang tidal{ mungkin ditagih lagi karena ha!{ untuk melakukan 
---~gihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
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(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang 
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . 

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB XII 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 18 

(ll Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Peme1intah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan t indak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. menelit i, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 
dibidang retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan , 
pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang 
bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana dibidang retribusi; 

g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan meme1iksa 
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotrct sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi; 

1. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

J. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu unt.uk kelancaran penyidikan t.indak 
pidana dibidang retribusi sesuai clengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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BAB XIII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 19 

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 
25.000.000, - (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah m1 dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur. 

Ditetapkan di Bintuhan 
padatanggal !l'~r2018 

r::::::====.,..,----, ~ BU A_TI KAUR, T 
SEKRETARIAT OAERAll KASUPATEN KAUR 

BAGIAN HU KUM 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal ~ (5('.J-vher2018 
SEKRET S DAERAH 
KABUPAT KAUR 

' 

L 
H. NANDAR UNADI, S.Sos., M.Si. 
Pembina Utama Madya IV/ d 
NIP. 19690127 199003 1 004 

TELAH DIPRi]f.S DAN 
OITELITI KEB..,.,.R.Af,.'NYA 

J, G PAUSI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR: .2~~ 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAE 
BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR : RAH KABUPATEN KAUR PROVINS! 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR 

NOMOR 09 TAHUN 2018 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 

I. PENJELASAN UMUM 

Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kelestarian Sumber D;iy;i 
Alam khususnya Sumber Daya Perikanan, diperlukan adanya pengelolaan yang 
bijaksana dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis pengelolaan. 

Untuk mewujudkan ha! tersebut, maka pengaturan pengelolaan 
pengusahaan Bidang Perikanan perlu ditingkatkan melalui pembinaan dan 
pengawasan terhadap pengelolaan dan pengusahaan Bidang Perikanan. Sejalan 
dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian 
pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan 
perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang 
hasilnya semakin meningkat pula. 

Dengan ber!al{unya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Rctribusi Izin Usaha 
Perikanan dengan Peraturan Daerah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Cukupjelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Ayat(l) 

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, 
membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya 
dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang 
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, 
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetka.nnya. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal 4 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukupjelas 

Pasa16 
Cukupjelas 

SEtRETARIA! DAERP,li_l\,'.BYP~,:0:l KAUR 
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Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal 8 

Cukupjelas 

Pasal 9 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 11 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Pasal 14 

Cukupjelas 

Pasal 15 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
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Pasal 16 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3} 

Cukupjelas 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal20 
Cukupjelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR: /4/ 

SC<RETAR!AT OAEAAH KA$\!PATEll KAUR 
,. BAGIAN HUKUM 


